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MOTTO:

“Demi waktu/masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada 

dalam keadaan merugi; kecuali orang-orang yang beriman dan 

beramal saleh dan nasehat-nasehati supaya mentaati kebenaran dan 

nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran ”

(Surat Al-Ashr ayat > -? )

esok sudah tidak boleh mengubah apa yang berlaku hari ini, tetapi hari

ini masih boleh mengubah apa yang akan terjadi pada hari esok.

Kupersembahkan kepada:

* •flgahanda dan Ibunda Tercinta

* Saudara-saudaraku Tersayang

* Sahabat-sahabatku 

y Almamaterku
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KATA PENGANTAR

Alhamdullilah, kata pertama yang bisa penulis ucapkan. Puji syukur penulis 

panjatkan kepada Allah SWT, karena telah memberikan nikmat kesempatan dan 

kesehatan atas selesainya penulisan skripsi ini dengan judul “Perjanjian Sewa Beli 

Rumah Dinas Daerah Pada Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera”. 

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi komponen mendapatkan gelar kesarjanaan.

Tema skripsi ini diambil sebagai karena ketertarikan penulis dalam hal 

perjanjian sewa beli yang dari dulu hingga sekarang selalu menjadi bahan 

pembicaraan diantara masyarakat. Pro dan kontra yang selalu terjadi ditengah 

masyarakat menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Dalam prakteknya sewa beli 

ternyata dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya bagi pegawai negeri sipil. 

Sewa beli rumah dinas daerah ini merupakan suatu perjanjian yang tidak terdapat 

pengaturannya secara langsung dalam KUH Perdata, tetapi merupakan bentuk 

perjanjian yang timbul dalam praktek pada kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang 

membuat penulis membuat kajian tentang perjanjian sewa beli, serta bagaimana 

penyelesaian sengketa dipandang dari hukum positif Indonesia. Hal ini di bahas agar 

kita mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai sewa beli tersebut.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa yang jauh dari kata sempurna 

maka dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan-kekurangan serta jauh



dari kata lengkap dan sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun

sangatlah diharapkan penulis.

Kepada seluruh pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini, penulis

sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesempatan

dan kesediaannya untuk membantu dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, Mei 2009

Penulis,

Muhammad Taufiq
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam hidupnya. 

Kebutuhan itu berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan syarat agar manusia itu 

dapat bertahan hidup di dunia ini. Semakin baik kebutuhan-kebutuhan itu dapat 

dipenuhi semakin sejahtera pula hidupnya.

Tidak semua kebutuhan itu mempunyai tingkat kedudukan yang sama. 

Sebagian dari kebutuhan-kebutuhan tersebut disebut sebagai kebutuhan dasar atau 

kebutuhan pokok, yaitu yang hanya dapat dipenuhi oleh penyedia bahan dasar fisik 

seperti makanan, pakaian, perumahan, air, oksigen dan istirahat. Sebagian yang lain 

dari kebutuhan tersebut tidak digolongkan ke dalam kebutuhan yang bersifat pokok, 

oleh karena tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, manusia juga masih dapat

itu

i

bertahan hidup.

Menurut H.A Maslow kebutuhan-kebutuhan dasar manusia mencakup
'y

kebutuhan-kebutuhan akan :

1. Food, shelter, clothing

Soerjono Soekamto, Yusuf Usman, Perundang-undangan Tentang Perumahan: Inventarisasi 
dan Analisis, Grafikatama, Jakarta, 1986, hlm 1
2 Stephen P. Rogging. Edisi ke delapan, versi bahasa Indonesia, Perilaku Organisas.YY.
Prehallindo, Jakarta, 2001, hlm 167

1



2

2. Safety of self andproperty

3. Self-esteem

4. Self-actualization

5. love

Di lihat dari urutan kebutuhan dasar yang dikemukakan oleh H.A Maslow

“shelter” berada pada urutan pertama bersama-sama dengan 

“food” dan "clothingKemudian setelah terpenuhinya kebutuhan dasar mengenai 

makanan, tempat perlindungan/perumahan, dan pakaian/sandang, maka kebutuhan 

dasar tersebut harus mendapat perlindungan untuk keselamatanya. pengertian 

perlindungan adalah terutama perlindungan terhadap kemungkinan kesewenang- 

wenangan pihak penguasa dan berbagai peraturan yang adakalanya tidak adil.3

Sehubungan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk sekarang ini, 

maka sudah tentu harus diimbangi juga dengan perumahan yang ada. Kebutuhan 

pokok mengenai perumahan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional yang 

bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, tertib dan sentosa yaitu 

masyarakat yang berkesejahteraan sosial, maka pembangunan perumahan adalah 

salah satu usaha untuk menuju tertib penghunian perumahan.4

tersebut, ternyata

Menurut UUD 1945 rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat. Oleh

karena itu setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat 

lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rumah bukan sekedar menjadi hak rakyat,

Ibid hlm3
Avriaztheni Putri Gayatri, Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi hak milik di 

Perumahan Kenten Sako Palembang,Skripsi Fakultas Hukum UNSRI,Inderalaya: 2008, him, 2

r



3

tetapi merupakan kebutuhan dasar manusia seperti yang ditegaskan dalam Undang- 

undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman bahwa perumahan dan 

permukiman yang layak, sehat, aman, dan teratur merupakan salah satu kebutuhan 

dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan martabat, mutu 

kehidupan serta kesejahteraan rakyat

Pada tahun 2006 lalu, grafik pertambahan penduduk Kota Palembang, 

berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) berjumlah 1,369,239 jiwa, Bahkan, data 

terbaru penduduk tahun 2008 yang didapat dari Dinas catatan sipil menyebutkan, 

jumlah penduduk Palembang saat ini telah mencapai sebanyak 1,6 juta jiwa lebih.5

B ambang Panujdu mengatakan bahwa, mengingat pengadaan perumahan 

daerah perkotaan sangat terbatas, masalah pemenuhan kebutuhan perumahan sampai 

saat ini masih sulit dipecahkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di 

lain pihak, kebutuhan perumahan daerah perkotaan selalu meningkat dengan pesat6 

Apabila diperhitungkan pula kebutuhan rumah akibat laju pertumbuhan penduduk 

yang 1,6% per tahun dari jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 218 juta jiwa, 

dimana diasumsikan rata-rata penghuni rumah adalah 4,4 jiwa, maka diperlukan 

790.000 unit rumah dalam satu tahun. Kebutuhan ini semakin bertambah apabila 

rumah yang rusak akibat bencana dan berbagai penyebab lain diasumsikan sekitar 1% 

dari yang ada (existing stock) yaitu 40,59 juta maka akan menjadi 405.900 unit rumah

http//www.Bps.go.id, grafik pertambahan penduduk Kota Palembang, berdasarkan data Biro 
Pusat Statistik (BPS) diakses tanggal 1 Februari

Bambang Panujdu, Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah, Yayasan Andikarya IKPI, Bandung, 1999, hlm.,1

http://www.Bps.go.id
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per tahun.7 Kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut sangat besar, dan akan terus
g

membengkak apabila tidak dtangani secara mendasar dan konseptual.

Pemerintah menginsafi sedalam-dalamnya bahwa salah satu cara untuk 

mengatasi kesulitan perumahan dewasa ini ialah menambah jumlah perumahan yang 

ada dengan membuka kesempatan membangun yang seluas-luasnya bagi setiap warga 

negara dan badan-badan swasta di samping pembangunan yang diselengarakan 

pemerintah, serta memberikan kebebasan kepada pemilik untuk menempati atau 

mempergunakan rumah yang dibangunnya itu baik untuk diri sendiri maupun orang 

lain.9

Sumber atau pihak yang berpotensi untuk melaksanakan pengadaan

perumahan ini bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam suatu negara pada

dasarnya adalah dari sektor atau pihak pemerintah, masyarakat dan swasta. Dalam

pelaksanaan pengadaan perumahan oleh sektor pemerintah, pengambilan keputusan

dapat dilaksanakan secara sentralisasi atau secara desentralisasi dengan pelaksanaan

pengadaan perumahan untuk memenuhi kebutuhan staf dan para pegawai lainnya

tanpa ada maksud untuk mendapatkan keuntungan komersial.10

Rumah merupakan kebutuhan masyarakat termasuk bagi pegawai negeri

sipil, oleh karena itu upaya peningkatan kesejahteraan pegawai negri sipil untuk

memiliki rumah yang layak merupakan hal yang sangat penting.

http:// www. Kabar Indonesia.com, Perumahan Untuk Rakyat Defisit, 27 Juni 2007, di akses 
tanggal 20 Desember 2008

8 Ibid,9
Harun Al Rashid, Upaya Penyelesaian Sengketa Sewa-Menyewa Perumahan Menurut 

Ketentuan Per-Undang-Undangan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985 hlm 15
10 /6/d, hlm 17 ’ *’



5

Menteri Negara Perumahan Rakyat dalam Seminar Nasional Pembiayaan 

dan Pembangunan Perumahan Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di 

Daerah Istimewa Yogyakarata tanggal 6 juni 2007, menyatakan bahwa:11

Dari data Bapertarum - PNS, jumlah PNS seluruh Indonesia sebanyak 3.540.561 

jiwa, yang belum mempunyai rumah sebanyak 1.154.776 PNS, ini berarti bahwa 

masih banyak PNS yang membutuhkan tempat tinggal.

Terkait dengan pemenuhan rumah bagi pegawai negeri sipil (PNS), pemerintah 

memberikan dukungan program dan layanan yang dilaksanakan melalui 

Bapetarum - PNS berupa; Pemberian Pinjaman Uang Muka KPR dengan tujuan 

untuk meringankan angsuran KPR, Pinjaman Lunak untuk menekan harga jual 

rumah, memberikan program Pinjaman Sebagian Biaya Membangun. Selain itu 

pemerintah juga memberikan kesempatan kepada pegawai negeri sipil untuk 

menempati ataupun memiliki rumah milik pemerintah sesuai dengan daerah atau 

lingkungan tempat PNS tersebut bekerja.

Di Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan sendiri jumlah rumah dinas 

daerah yang dimiliki pemerintah, berdasarkan data rekapitulasi tahun 2008 yang 

dibuat oleh biro umum dan perlengkapan pemerintah daerah Provinsi Sumatera

Selatan, berjumlah 366 (tiga ratus enam puluh enam) bangunan. Yang terdiri dari 230

http: //www.kemenpera.go.id, Kementerian Negara Perumahan Rakyat republik Indonesia 
dalam Seminar Nasional Pembiayaan dan Pembangunan Perumahan Bersubsidi bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah, tanggal 6 Juni 2007, di akses tanggal 1 Februari 2009

http://www.kemenpera.go.id
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(dua ratus tiga puluh) rumah dinas daerah golongan I dan H, serta 136 (seratus tiga

12puluh enam) rumah dinas daerah golongan III.

Namun tidak semua rumah dinas daerah tersebut yang dapat dimiliki atau 

dibeli oleh pegawai negeri sipil. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Nomor 3 tahun 2007 Pasal 55 ayat (3) tentang pengelolaan Barang Milik 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa rumah dinas daerah yang 

dapat dijual adalah rumah dinas daerah golongan III yang berumur 10 (sepuluh) tahun 

atau lebih. Mengenai pelaksanaan penjualan rumah dinas daerah ini, diatur dalam 

pasal 57 ayat (1) yaitu bahwa pelaksanaan penjualan rumah dinas daerah golongan III 

ini dilakukan dalam suatu perjanjian sewa beli dari pengelola barang kepada pegawai 

negeri pembeli rumah tersebut.

Perjanjian sewa beli ini memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak 

baik bagi pemerintah daerah selaku penjual maupun bagi para pegawai sebagai 

pembeli, dimana pembeli diberikan kesempatan untuk menguasai dan menikmati 

kegunaan dari barang yang tidak dapat dibelinya secara tunai. Sedangkan dipihak lain 

(penjual) merasa aman karena dengan dijadikankya pembeli sebagai penyewa maka 

hak milik atas barang belum akan diserahkan kepada pembeli, sehingga barang 

tersebut tidak akan dijual atau dipindah tangankan kepada pihak lain selama 

pembayaran belum dilunasi. Apabila pegawai memindah tangankan barang tersebut

Biro Umum dan Perlengkapan, Daftar Rumah Dinas Golongan I, II dan UI Pemerintah 
Provinsi Sumatera Selatan, tahun 2008

r
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sebelum dibayar lunas maka pegawai terancam oleh hukum pidana tentang

pengelapan.

Adanya perjanjian sewa beli menuntut kewajiban dari kedua pihak baik 

pemerintah maupun pegawai pembeli rumah tersebut untuk melaksanakan perjanjian 

yang telah disepakati. Dapat saja terjadi salah satu pihak melakukan tindakan yang 

tidak sesuai dengan perjanjian maka pihak yang bersangkutan dikatakan telah 

melakukan wanprestasi ( lalai atau ingkar janji ) terhadap sesuatu yang tidak boleh

dilakukannya.

Dalam prakteknya sewa beli ternyata dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat khususnya bagi pegawai negeri sipil. Sewa beli rumah dinas daerah ini 

merupakan suatu perjanjian yang tidak terdapat pengaturannya secara langsung dalam

KUH Perdata, tetapi merupakan bentuk perjanjian yang timbul dalam praktek pada

kehidupan sehari-hari.

Oleh karena pengaturan mengenai sewa beli rumah dinas daerah ini

konsepnya berbeda dengan rumah pribadi yang dapat digunakan oleh siapa saja dan 

kapanpun ia suka, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul:

"PERJANJIAN SEWA BELI RUMAH DINAS DAERAH PADA INSTANSI

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN"

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dapat di rumuskan beberapa 

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

r
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beli rumah dinas daerah antara1. Bagaimana prosedur peijanjian 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan pihak pembeli?

2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Pemprov sebagai pemilik 

rumah dinas tersebut, dalam peijanjian tersebut di atas, apabila pihak pembeli

sewa

melakukan wanprestasi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan prosedur peijanjian sewa beli rumah dinas daerah antara

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan pihak pembeli berdasarkan

undang-undang yang berlaku di Indonesia.

2. Untuk menjelaskan upaya hukum apa yang dilakukan oleh pihak Pemprov

sebagai pemilik rumah dinas tersebut, dalam peijanjian tersebut di atas,

apabila pihak pembeli melakukan wanprestasi berdasarkan peraturan yang

berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dan pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini dapat menambah 

pengetahuan bagi pengembangan hukum bisnis khususnya dalam bidang 

hukum peijanjian.

r
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2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian khususnya dan pembahasan ini dapat menjadi masukan bagi 

Pemerintah daerah (Pemda) dalam kegiatan operasionalnya, dan memberikan 

informasi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dalam 

mengadakan hubungan sewa beli rumah dengan pemerintah daerah.

E. Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini dibatasi pada ruang lingkup

mengenai prosedur perjanjian sewa beli rumah dinas daerah pada instansi pemerintah

daerah Provinsi Sumatera Selatan dan mengenai upaya penyelesaian sengketa dalam

perjanjian sewa beli rumah dinas daerah pada instansi pemerintah daerah Provinsi

Sumatera Selatan

2. Metode Pendekatan

Pendekatan pembahasan masalah yang digunakan dalm skripsi ini adalah 

pendekatan yuridis normatif dalam arti mengkaji peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan permasalahan dan disamping itu dalam skripsi ini juga 

digunakan pendekatan lapangan ifield approach) untuk memperoleh informasi 

penunjang.

r
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3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri

dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah- 

masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan. Dalam 

hal ini yang akan diteliti adalah sewa beli rumah dinas daerah pada intansi 

pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan.

2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer. Yaitu bahan-bahan yang relevan dengan bahan hukum 

primer berupa karya ilmiah dan hasil penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa 

kamus hukum,ensiklopedia dan internet

Data sekunder diperoleh dari penelusuran kepustakaan, sebagai data utama 

sedangkan informasi yang diperoleh dari lapangan merupakan data primer di 

gunakan sebagai data penunjang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan data-data dari bahan- 

bahan pustaka yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi,

r
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majalah, hasil penelitian dan segala bahan penelitian untuk mendapatkan data 

sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, 

b. Studi Lapangan

Selain mengunakan studi kepustakaan cara pengambilan data juga

dilakukan melalui studi lapangan yaitu pengumpulan data dengan melakukan

penelitian di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan mengadakan

wawancara kepada pegawai pemerintahan bagian biro umum dan

perlengkapan, pegawai bagian hukum serta pihak-pihak yang berhubungan

dengan permasalahan.

5. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh baik data sekunder maupun data primer, di 

analisis secara deskriptif kualitatif yang diuraikan dan dihubungkan 

sistematis dalam bentuk kalimat-kalimat untuk ditarik kesimpulan 

mengambarkan jawaban permasalahan.

secara

yang

r
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